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KATA PENGANTAR 

Politik sering disalahmengertikan oleh sebagian orang sebagai suatu kegiatan 

yang kotor, penuh intrik, manipulasi, kecurangan, dan konflik. Dalam 

beberapa aspek, sinyalemen itu bisa jadi benar mengingat politik memiliki 

keterkaitan erat dengan perebutan dan kompetisi kekuasaan, yakni 

kecenderungan seseorang atau kelompok ingin mendominasi orang atau 

kelompok lain dengan cara apapun. Akan tetapi, sesungguhnya politik 

bukanlah sekedar hanya tentang kekuasaan, melainkan juga hubungan antar 

manusia. Harold H. Saunders (2005), seorang mantan pejabat senior di 

Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat mengemukakan bahwa fokus utama 

politik adalah ―a process of continuous interaction engaging significant 

clusters of citizens in and out of government and the relationships they form 

to solve public problems in whole bodies politic across permeable borders, 

within or between countries‖. Politik intinya adalah interaksi terus menerus 

dari berbagai macam kelompok manusia yang membentuk pemerintahan 

untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup mereka dalam satu atau 

antar negara. 

Oleh karena itu, proses dan fenomena politik bersifat sangat dinamis 

dan senantiasa menarik untuk diikuti. Hanya saja, untuk dapat mengerti 

secara mendalam tentang bagaimana sesungguhnya fenomena politik 

bekerja, kita harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang dasar-dasar 

ilmu politik. 

Buku di tangan anda ini diharapkan dapat memberikan sumbang 

saran pemikiran dan gagasan yang sekiranya dapat dijadikan tambahahan 
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wawasan bagi kita tentang apa itu ilmu politik, apa saja cakupan ilmu politik, 

bagaimana politik bekerja, bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan 

fungsinya, bagaiman keterkaitan antara komponen-komponen yang ada pada 

suatu negara, sehingga pada akhirya dapat berkontribusi dalam pengelolaan 

negara yang lebih baik. 

Saya berpendapat bahwa khasanah literatur ilmu politik di Indonesia, 

terutama yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, masih cukup terbatas 

jumlahnya. Buku yang ada seringkali bersifat sangat scientific dan kurang 

praktis untuk dipahami secara mudah. Oleh karenanya saya memandang 

perlu menulis buku tentang ilmu politik dengan bahasan yang simple, dan 

dapat diikuti oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk: aparatur 

pemerintah, kalangan anggota DPR/DPRD, pengurus partai politik, LSM, 

pengusaha, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya yang ingin belajar 

ilmu politik.  

Saya berhutang budi dan pada kesempatan kali ini ingin 

mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Diponegoro yang 

mendorong saya untuk terus menulis. 

Untuk ayahanda tercinta, ibunda, istri penulis tercinta, buku ini 

adalah tanda bakti dan cinta kepada kalian. 

Semoga buku ini dapat menjadi wacana diskusi dan bermanfaat 

bagi kita semua, khususnya para pencari ilmu pengetahuan. Amin. 

Semarang, Juni 2019 
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Bab 1 

Memahami Ilmu Politik 

TUJUAN BAB INI 

Setelah menyelesaikan Bab ini, anda harus mampu: 

 menyebutkan alasan pentingnya belajar ilmu politik

 menjelaskan cakupan area disiplin ilmu politik

 mendiskusikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam ilmu

politik

 menggambarkan pokok-pokok bahasan dalam pelajaran ilmu

politik

 mendefinisikan konsepsi-konsepsi dasar seperti: apakah itu politik,

pemerintah, kekuasaan, pengaruh, kewenangan, dan pemilu.

PENTINGNYA BELAJAR ILMU POLITIK 

Kita semua perlu belajar politik, karena pada hakekatnya, politik 

mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Lagi pula, sebagaimana 

dikatakan oleh Aristoteles (kadang ditulis juga Aristotle), kita semua adalah 

binatang politik (man is by nature political animal).  Pada saat ini, politk 

dipahami dalam spektrum pengertian yang luas. Oleh karenanya ilmu politik 
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menjadi sebuah disiplin dimana berbagai paradigma dan ilmuwan memiliki 

interpretasi sains yang berbeda. Akibatnya, para ahli beserta teori yang 

mereka buat, termasuk dalam koleksi buku ini, tidak menggunakan 

pendekatan tunggal untuk mempelajari ilmu politik. Gagasan tersebut tidak 

perlu kita seragamkan, karena justru memperkaya cara kita memahami 

politik.  

Tapi sebelum kita berkomitmen untuk belajar ilmu politik, bahkan 

pada level pengantar sekalipun, kita akan memiliki beberapa pertanyaan 

dasar, seperti:  

 Apakah ilmu politik itu?

 Untuk apa kita belajar ilmu politik?

 Apa sajakah cakupan ilmu politik?

 Apakah ilmu ini menarik?

 Apakah ilmu ini penting?

 Adakah ada pekerjaan yang relevan dengan ilmu politik?

Bab ini akan membantu anda menjawab berbagai pertanyaan tersebut 

dengan jawaban pasti dan jelas. 

Politik adalah sesuatu yang menarik 

―Politik itu penting‖ adalah alasan dasar bagi kita untuk mempelajarinya. 

Akan tetapi, lebih jauh dari itu, politik memiliki subyek-subyek yang 

menarik, amat sangat menarik, dan bahkan menghibur. Hal ini sebagian 

karena politik melibatkan dan mendiskusikan tokoh-tokoh terkemuka, 

dengan semua hal yang berkaitan dengan mereka, baik itu kekuatan, 

kelemahan, kekonyolan, dan keistimewaan, dan walau kita kadang tidak 

bisa membantu atau terlibat langsung, tetapi akan terpesona oleh warna-

warni perilaku, sikap, dan pidato-pidato yang heroik dan menarik dari 

mereka itu. Politik adalah sesuatu yang menarik karena manusia setuju dan 

tidak setuju dalam banyak hal. Politik membuat hidup kita menjadi lebih 

dinamis. Bayangkan kalau dalam hidup kita tidak ada pemilihan presiden, 

pemilihan umum (pemilu), skandal politik, rapat-rapat Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), atau perang antar negara, maka lembar-lembar koran atau 

berita televisi akan berisi cerita monoton yang hampa dan kurang bergairah. 



Konsepsi dan Perbandingan Politik  -  20 

untuk dipertahankan. Fakta riil dan yang manipulatif menjadi bercampur 

baur dan tidak bisa dibedakan dengan jelas. Misalnya, mungkin saja rakyat 

sangat marah dengan adanya peristiwa terorisme yang dilakukan kelompok-

kelompok radikal, akan tetapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa setiap 

peristiwa terorisme adalah sesuatu yang murni bukan desain rekayasa dari 

elite untuk mengalihkan perhatian publik terhadap issu tertentu, seperti 

skandal politik atau kebijakan yang kontroversial. Dalam kasus seperti itu, 

fakta riil tentang terorisme dengan skenario yang manipulatif menjadi 

tercampur dan menyulitkan peneliti untuk menyimpulkan apa yang 

sebenarnya terjadi, dan implikasinya konstruksi bangunan sebuah teori 

yang disusun dari penelitian itu juga menjadi tidak kokoh.  

Ketiga, terdapat perubahan yang dinamis dari obyek penelitian ilmu 

politik, sebagaimana ilmu sosial lain. Kita mengetahui, manusia adalah 

mahluk sosial yang berubah-ubah pemikiran, sikap, dan perilakunya dari 

waktu ke waktu. Tidak ada konsistensi yang permanen, melainkan sangat 

kondisional. Hal ini tentu berbeda dengan obyek kajian ilmu eksakta seperti 

kimia atau fisika. Air, misalnya, akan selalu mendidih pada suhu 

100°Celcius, sehingga bagi seorang ilmuwan fisika, fakta ini dapat dijadikan 

acuan secara permanen kapanpun dimanapun. Tapi sikap manusia terhadap 

stimulan yang sama bisa berubah-ubah detik per-detik. Bisa terjadi, 

misalnya, pada suatu waktu seorang pemilih menyukai kandidat caleg 

(calon legislatif) yang berkarakter  tegas, tapi pilihan bisa berubah memilih 

caleg yang ramah pada saat yang lain. Karena itu, hasil suatu penelitian, 

kajian, atau analisis politik juga sangat relatif dan tidak bisa sepenuhnya 

permanen. 

KESIMPULAN 

Bab ini mencoba untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa belajar politik 

adalah sesuatu yang menarik dan penting karena menyangkut nasib dan 

kehidupan kita sehari-hari. Bab ini telah membuat sketsa secara garis besar 

lingkup disiplin ilmu politik, menguraikan bagaimana perkembangannya, dan 

apa saja sub-disiplin yang ada di bawahnya. Telah diuraikan juga definisi 

dan penjelasan dari beberapa konsep-konsep kunci dalam ilmu politik, dan 

diskusi tentang berbagai perpektif politik sebagai ―Ilmu yang ilmiah‖. Dalam 

bab berikutnya kita akan membahas berbagai jenis pendekatan 

(approaches)  dalam mempelajari ilmu politik. 
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GLOSSARY 

 

 
Apropriasi adalah tindakan Kongres atau parlemen yang memungkinkan 

agen-agen pemerintah federal atau pusat mengeluarkan uang untuk 

tujuan tertentu. 

 

Anggaran Negara adalah suatu postur portofolio keuangan yang berisi 

catatan penerimaan dan pengeluaran suatu negara dalam masa satu 

tahun. 

 

Anggaran Seimbang (balance budget) adalah posisi anggaran ketika total 

pendapatan sama dengan total pengeluaran untuk tahun fiskal. 

 

Bias adalah tindakan yang condong mendukung atau melawan sesuatu 

atau seseorang; keberpihakan atau prasangka. 

 

Bill adalah usulan legislatif yang jika disahkan oleh DPR dan Senat dan 

disetujui oleh Presiden menjadi hukum. Setiap bill diberi nomor.  

 

Daerah pemilihan adalah suatu area wilayah yang berisi pemilih yang 

diperhitungkan untuk satu atau sejumlah jabatan politik tertentu. 

 

Debat adalah diskusi tatap muka tentang pandangan para kandidat tentang 

berbagai masalah. 

 

Demokrasi adalah sistem pemerintahan oleh rakyat, melalui pemilihan 

umum yang bebas dan teratur. 
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Federal adalah suatu model pemerintahan yang menggambarkan 

persatuan negara otonom yang memiliki pemerintah pusat atau yang 

berkaitan dengan pemerintah itu. 

Globalisasi adalah suatu proses melalui mana orang terhubung, 

berinteraksi, bertindak dan bereaksi dengan masyarakat lintas batas 

negara baik secara fisik maupun juga tata nilai. 

Grassroots adalah warga negara biasa dan keterlibatan/partisipasi mereka 

dalam proses politik. 

Incumbent adalah seseorang sekarang sedang memegang jabatan atau 

kekuasaan. 

Kampanye adalah serangkaian tindakan terencana untuk mendapatkan 

seseorang terpilih dalam suatu pemilihan. 

Kandidat adalah seseorang yang mencari, atau yang telah diajukan untuk 

jabatan atau penghargaan tertentu. 

Kandidat independen adalah seorang kandidat yang tidak termasuk 

dalam salah satu partai politik utama. 

Konstituen adalah orang yang memiliki hak untuk memilih atau pemilih 

yang diwakili oleh pejabat tertentu yang mereka pilih. 

Mediasi adalah proses negosiasi untuk memecahkan masalah atau 

perselisihan melalui peran pihak ketiga yang dinilai tidak memihak 

(impartial) dan netral dalam konflik tersebut, dan bekerjasama 

dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh 

kesepakatan bersama yang memuaskan. 

Partai politik adalah sekelompok orang yang bergabung bersama karena 

mereka berbagi banyak ide tentang apa yang seharusnya dilakukan 

pemerintah. 
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Pemilihan Umum adalah proses dimana orang yang memenuhi syarat 

memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan memegang 

jabatan politik. 

Platform politik adalah pernyataan publik tentang prinsip, tujuan, dan 

kebijakan partai politik, dan rencana mereka. 

Voting adalah cara orang dapat memberikan suara ketika mereka tidak 

dapat mencapai kesepakatan secara musyawarah dalam suatu sidang 

atau pemilihan.  

Warganegara adalah seseorang yang merupakan anggota suatu negara 

atau negara; warga negara memiliki tugas dan hak tertentu. 
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BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia 

DEIC : Danish East India Company 

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat 

EIC : East India Company 

FDI : foreign direct investment 

FEIC : French East India Company 

G 30 S/PKI : Gerakan 30 September / Partai Komunis 
Indonesia 

GBHN : Garis Besar Haluan Negara 

GERINDRA : Partai Gerakan Indonesia Raya  

GNI : Gross National Income 

GOLKAR : Golongan Karya 

HANURA : Partai Hati Nurani Rakyat  

HDI : Human Development Index 

HEIC : Honourable East India Company 

IPKI : Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 

KNIP : Komite Nasional Indonesia Pusat 

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat 

MA : Mahkamah Agung 

MITI : Ministry of International Trade and Industry 

MK : Mahkamah Konstitusi 

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat 

NASAKOM : Nasional, Agama dan Komunis 



Konsepsi dan Perbandingan Politik  -  208 

NASDEM : Partai Nasional Demokrat 

NSDAP : Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

OECD : Organisation for Economic Co-operation and 
Development 

ORBA : Orde Baru 

PAN : Partai Amanat Nasional  

PARKINDO : Partai Kristen Indonesia  

PARMUSI : Persatuan Muslim Indonesia 

PBB : Partai Bulan Bintang  

PBR : Partai Bintang Reformasi  

PD : Partai Demokrat  

PDI : Partai Demokrasi Indonesia 

PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  

PDK : Partai Demokrasi Kebangsaan  

PDS : Partai Damai Sejahtera  

PEMILU : pemilihan umum 

PEP : Presidents and Executive Politics 

PG : Partai Golkar  

PKB : Partai Kebangkitan Bangsa  

PKI : Partai Komunis Indonesia  

PKPB : Partai Karya Peduli Bangsa  

PKPI : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

PKS : Partai Keadilan Sejahtera  

PLO : Palestine Liberation Organisation 

PNI : Partai Nasional Indonesia  

PP : Partai Pelopor 

PPDK : Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 

PPKI : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

PPP : Partai Persatuan Pembangunan 

PSI : Partai Sosialis Indonesia 

PT : parliamentary threshold  

SBY : Susilo Bambang Yudhoyono 

TPS : tempat pemungutan suara 

UU : Undang Undang 

UUD : Undang Undang Dasar 

VOC : Vereenigde Oostindische Compagnie 




